KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/1/2018

TENTANG

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018
PASCA PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEBAK
NOMOR 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/1/2018 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

Menimbang

Mengingat

KPU LIK

WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, dan Putusan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Lebak Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-
LBK/1/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/Kpu-Kab/1/2018
Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lebak Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Lebak Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

bahwa pembatalan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada
poin a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



KPU LBK

10.

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 teéntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Watlikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; yang
telah dirubah No 2 Tahun 2018.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor : 20 /P1.03.2-
BA/3602/KPU Kab/l/2018 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-
Kab/1/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Lebak Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Lebak Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018  pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-
Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018 PASCA
PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEBAK
NOMOR 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/1/2018 PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/Kpu-Kab/1/2018 Tentang Penetapan Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 atas nama
Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin, SH
dan dinyatakan Tidak Berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Januari 2018

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Bupati Lebak
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Arsip

KPU LIK

Yth. Ketua KPU Provinsi Banten

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
Yth. Bakal Paslon Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin, SH
Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak



